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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa  dalam rangka  meningkatkan kualitas
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan
informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir
dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan
data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah
daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data
pembangunan daerah dalam  Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf adan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Menetapkan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota,;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi
daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan
daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang
disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam
rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

10.Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri

khusus suatu populasi.

11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda tanda
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(1)
(2)

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik;

Pasal 2
Menteri berwenang melakukan penyelenggaraan SIPD.

Dalam penyelenggaraan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dapat
melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi
pembangunan daerah.

BAB Il
DATA DAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Data
Pasal 3

Pemerintah daerah mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi data
SIPD.

Data SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelompok
data sekurang-kurangnya meliputi:

a. umum;
sosial budaya,;

sumber daya alam;

infrastruktur;

ekonomi;

keuangan daerah;

politik, hukum, dan keamanan; dan

S Q -~ 0 o 0 T

. insidensial.
Pasal 4

Data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari seluruh
SKPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(1)

Bagian kedua
Informasi
Pasal 5

Data SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diolah dan disajikan
dalam bentuk informasi pembangunan daerah.
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Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
b. informasi kondisi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menggunakan informasi pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rujukan dalam
perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah.

BAB Il
PENGELOLA SIPD
Bagian Kesatu
Tim Pengelola SIPD Nasional
Pasal 6

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
membentuk Tim pengelola SIPD nasional.

Tim pengelola SIPD nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri
dari:

a. Pengarah . Menteri Dalam Negeri

b. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah

c. Ketua . Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah

d. Wakil Ketua :  Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah

e. Sekretaris . Kepala Bagian Perencanaan Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah

f. Anggota . Pejabat di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri

Dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.
Pasal 7

Tim pengelola SIPD Nasional bertugas:

a. menyusun rekomendasi penyempurnaan dan/atau pengembangan SIPD;

b.mengevaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan
informasi SIPD;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

